
KABTTPATEN ACEH UTARA

QANUN KABI'PATEN ACEH UTARA

NOMORITAHUN 2OO9

TENTAI\G

PENGAIIAPUS$T KELURAHAN DAN PEMBENTT,'KAII GAMFONG

DALAM KABUPATEN ACEH TITARA

BISMILLAHIRRAHMAI{IRRAIIIM

DENGAI\ RAHMA'T ALLAH YAI\IG MAHA KUASA

BUPATI ACEH I,ITARA,

Menimbang : a

b.

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan keteffuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor

ll Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan

penghapusan kelurahan bertabap dari sistem penyelenggaraan pemerintahan

di Aceh karena tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat Aceh serta guna mendorong peningkatan

pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan dalarn pemanfaatan potensi

masyarakat Aceh Khususnya Kabupaten Aceh Utara ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penghapusan

Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara ;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentaq Pembentukan

Daerah Otonom Kabupatcn-kabupatcn dalam Lingkungan Dacrah Pmvinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahm 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang ..... . ...
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Mcnetapkan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4437) scbagairnana tclatr

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemedntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 20O4 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X

Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2006 tentang Pemerintaban Aceh

(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambatnn Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4587\;

8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahrm 2007 tentang Tara Cara Pembentukan Qanun;

Dengrn Persetujuen Berstmr

DEWAI\ PERWAKILAIY RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Dan

BTJPATI ACEH I]TARA

MEMUTUSKAITT:

QANT]N KABIJPAITN ACEII UTARA TENTAI\G PENGHAPUSAITI

KELTJRAHAN DAIT{ PEMBENTT'XAI\T GAMPONG DALAM

XABI'PATENACEH UTARA.

BAB I .........
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BAB I
KETENTUAITI IJMUM

Pasel I
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;

2. Qanun adalah Peraturan Penmdang-mdangan sejenis Pemturan Daerah

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat Kabupaten Aceh Utara ;

3. Pemerintah Daerah Ifubupafen yang selanrjutnya disebut Pemerintah

Daerah Kabupatan Aceh Utam adalah unsur pcnyelcnggara

Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara ;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang

dipilih melalui suatu pros€s demokratis yang dilalokan brdasa*an

asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil ;

5. Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kabupalen yang selaqlutnya disebut

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Ac€h Utara adalah unsur

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang

keanggotaannya dipilih melalui pemilihnn umum;

6. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kabupaten Aceh Utara ;

7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan Pemedntahan

Kecamatan;

8. Mukim adalah Kesatuan lv{asyarakat Hukum dibawah K€camatan yarg

terdiri atas gabungan beberapa Garnpong yang memprmyai batas

wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan

b€rkdudukar langsung dibawah Camat ;

9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah

Mukim dm dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan

urusan rumah tenqga sendiri ;

10. Pemerinelun Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Panerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong ;

I l. Tuha ... . .....
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I l. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang

anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong

sctcmpat t€rdid dad unsur ulam4 tokoh masyarakat tcrmasuk pcmuda

dan perempuan, pemuka adat dan cetdik pandai / cendikiawan yang ada

di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menyalurkan

aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan s€cara

efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Garnpong ;

12. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh

Gampong yanC ada pada waktu pelnbentukan Gampong atau nama lain

tidak diserahkan kepada Mukim s€rta sumber pendapatan lainnya yang

sah ;

13. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan Pemerintah

Gampong bes€rta rakyat setempar untuk menyelenggarakan

Pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan

kehidupan berdernokrasi sesuai dengan kesadaran dan aspirasi

masyarakat ;

14. Keuangan Gampong adalah sernua hak dan kewajiban Gampong yang

dapat dinilai dengan uang scrta scgala scsuatu, baik bcrupa uang

rnaupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Gampong yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan

kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II
PENGIIAPUS$T KELURAHAN DAI{ PEMBENTI,]XAI\{ GAMFONG

Begirn Keratu

Penghepusan Kelunhrn

Pasd 2

Dengan Qanun ini menghapuskan Kelurabn sebagai Perangkat Daerah

dalam lingkungan Pernerintatr Kabuparen Aceh Utara

Pasrl 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a Kelurahan Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon;

b. Kelurahan Cot Girek Kecamatan Cot Girek

Pasal 4 ... ......
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Pesel 4

(l) Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dijadikan Gampong;

(2) Wilayah dan penduduk kelurahan yang menjadi gampong sebagaimana

rlimrksud pada ayal (l) menjadi wilayah dan penduduk Gampong.

Begian Kedue

Pembentuktn Gampong

Pasel 5

Dengan Qanun ini dibenttrk Gampong dari cakupan wilayah dan

kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

P$rt6

Gampong-gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan

Kota Lhoksukon dan Keluratran Cot Girek terdiri dari :

a Gampong Kuta Lhoksukon Kemukiman Matang Ubi Kecamatan

Lhoksukon; dan

b. Gampong Cot Girek Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Cot Girek.

Pasal 7

(l) Gampong Kuta Lhoksukon Kemukirnan Matang Ubi Kecamaran

Lhoksukon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunrf a, mempunyai

wilayah dengan batas-baras sebagai b€rikut :

a- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Pante;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Garnpong Ceubrek;

c. Scbclatr Sclaran bcrbatasan dcngan Gampong Blang; dan

d. Sebelah Barat berbarasaa dengan Gampong Dayah LB.

(2) Wilayatr Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari :

a Dusun Panglateh;

b. Dusun Meutia;

c. Dusun Cut Nyak Dhien;

d. Dusun Teuku Umar; dan

e. Dusrm Panglima Polem.

(3) Gampong .........
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BAB III .........

(3) Gampong Cot Girek Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Cot Girek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai wilayah

dcngan batas-batas scbagai bcrikut :

a- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lhok Meureubo,

Gampong Kampung Bantan, Gampong Alue Seumambu, Gampong

Ulee Garnpong Gampong Batu XII, Gampong Karnpuag Tempel

dan Gampong Trieng;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Altre Leuhob

Kecamatan Cot Girek dan Gampong Seureuke Kecamatan

I.angkahan;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Beuner Meuriah; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Beurandang Asarl

Gampong Beurandang Dayalr, Gampong Beurandang Krueng

Gampong Seupeng Gampong Drien II Kecamatan Cot Girek dan

Gampong Bili Baro, Gampong Ara Ton-ton Mancrang, Gampong

Pucok Alue, Gampong Lllee Blang, Gampong Alue Drien

Kecamafan Pirak Timu

(4) Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :

a Dusm Simpang Peut;

b. Dusun Buket Antar4

c. Dusun Tessq

d. Dusuu R Jay4

e. Dusun Alue Dua Rupa;

f. Dusun Geudubang;

g. Dusun Pandan Wangi;

h. Dusun Suka Jadi Abeung-Abcung;

i. Dusun Buket Leubak;

j. Dusun Alue Pange;

k- Dusurl Rimba Karyq

l. Dusun Aftleling Satu Kareq

m. Dusm Cot Girek Lama;

n. Dusun Buket Payong;

o. Dusun kubok Tilam;

p. Dusrm Batee Uleue; dan

q. Dusun Pondok Titi.
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BAB III
PEMERINTAHAN GAMPONG

Pengangkatrn Penjebat Geuchik dan Peresmirn Gampong

Pasrl 8

(l) Untuk pcrtama kali Bupati mengangkat Penjabat Geuchik sebagai

penyelenggara pemerintahan Gampong dengan masa jabaran paling

lama I (satu) tahm;

(2) Penjabat Geuchik diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah

dikonsultasikan dengan trmurr Mukim dan pernuka rrasyarakat

Gampong.

(3) Petesmian Gampong dan pelantikan Penjabat Geuchik dilakukan oleh

Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

BABTV

PERSONEL, ASET DAIY DOK['MEN

Pasal 9

(l) As€t dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan

dimalsud dalam Pasal 3 ayat (l) menjadi aset dan dokumen Gampong

sebagaimana dimaksud dalam Paml 6;

(2) Penyerahan as€t dan dokumen dimaksud pada ayat (l)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantilon Peqiabat

Geuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(3) Aset dao dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2),

meliputi :

a Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau

dimanfaatkan akibat dari penghapusan Kelurahan;

b. Utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya

untuk Gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan

menjadi tanggung jawab Kabupaten;

c. Dokumen dan arsip karena sifarnya diperlukan oleh Gampong;

d. Batas-batas kelurahan yang sudah ada dalam dokume,n kelurahan

menjadi bagian batas-batas gampong sehingga menjadi dokomen

gampong sebagai acuan konglrit tentang batas-batas gampong.

(4) Personel Pegawai Negeri Sipil akibat penghapusan kelurahan akan

ditentulon lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan

undangan.

Pasal l0 .........
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Prsel 10

Bupati melalrukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan Kelurahan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAIY PEIYUTT]P

Pesal I I

(l) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan peraturan perundang-

undangan yang setingkat dan/atau dibawah Qanu ini yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan

dari penghapusan Kelurahao disesuaikan dengan Qanun ini.

(2) Dengan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong, maka

kepada penjabat Geuchik supaya dapat memfasilitasi pemilihan Tuha

Peuet gampong.

Pesd 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pasrl 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Irmbaran Daerah Ikbupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
padaunggal 20Februari 2009M

24 Shafar 1429H

HUTARA,

ILYAS A. HAMII)

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2009 M

24 Shafar 1429 H

DAERAII,

UDDIN USMAN

"*fril,

LEMBARAN DAERAH KABI]PATNN ACEH UTARA TAHI,]N 2OO9NOMOR 1
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PENJELASAIY

QANI]N KABIJPATEN ACEH UTARA

NOMOR I TAHT]N 2OO!D

TENTAI{G

PENGAHAPUSAI{ KELURAHAN DAII PEMBENTTJKAIY GAMPONG

DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. T]MUM

Nota Kesepahaman (Memorandum of undertanding ) antara Pemerintah dan Gerakan

Acch Mcrdcka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 mcnandakan kilas baru

sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang

damai, adil, makmur, sejahter4 dan bermartab*. Hal yang patut dipaband bahwa nota

kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bemartabat menuju pernbangunan

sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara bekelanjutan. Itulah yang menjadi latar

belakang latrimya Undang-Undang Nomor I I Tatrun 2006 rcntang Pemerintahan Acell

pernberian otonomi luas bidang pernerintahan daerah sesuai dengan prinsip good

govermence dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Sistem Pemerintahan

Daerah di Aceh sejak dahulu tidak mengenal adanya Kelurahan namun perrerintahan

paling bawah pada saat itu berb€ntuk Gampong. Implemcntasi adanya Kelurahan pada

status sistem pemerintahan di Indonesia dipersarnakan dergan daerahdaerah lain narnun

pada prinsip dasar kesemua daerah memprmyai karakteristik masing-masing.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 267 kelurahan dihapus dalam sisem

penyelenggaraan pemerintahan di Aceh karena dalam Undang-Undang Dasar 1945

mengakui dan menghomnti satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau

bersifat istimewa sehingga karakteristik kedaerahan menjadi sangat dihormati yang

t€rartikulasi dalam perspektif modem yang menjadi salah saru bagian dari otonomi

keistimewaan Aceh. Dengan demikian penghapusan kelurahan dan pembentukan

Gampong telah menjadi suatu yang sangat mendesak mtuk dilakukan 5sSagaimana telah

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I I Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Passl 2 .........
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Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal l0

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABT'PATEN ACEII UTARANOMOR 155


